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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENTANG 

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  

INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan 

yang berorientasi hasil, perlu menerapkan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian 

Ketenagakerjaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian 

Ketenagakerjaan; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
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Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1842); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2015  tentang  Pedoman Evaluasi atas Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor 986); 

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta 

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di 

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); 

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 622); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG 

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan  kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah 

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan 

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui 

laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara 

periodik. 

2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik 

dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang 

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah. 

3. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk 

periode 5 (lima) tahun berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 

(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. 

4. Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih 

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program atau kegiatan yang disertai 

dengan indikator kinerja. 

5. Reviu adalah penelaahan atas laporan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah untuk memastikan bahwa 

laporan kinerja di Kementerian Ketenagakerjaan telah 
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menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan 

berkualitas. 

6. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara 

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang 

disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan 

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara. 

7. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan. 

8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan. 

 

Pasal 2 

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: 

a. Rencana Strategis; 

b. Perjanjian Kinerja; 

c. Pengukuran Kinerja; 

d. Pengelolaan Data Kinerja; 

e. Pelaporan Kinerja; dan 

f. Reviu Laporan Kinerja dan evaluasi atas Implementasi 

SAKIP. 

 

BAB II 

RENCANA STRATEGIS 

 

Pasal 3 

(1) Rencana Strategis menjadi landasan penyelenggaraan 

sistem Akuntabilitas Kinerja dan digunakan sebagai 

acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 

serta Perjanjian Kinerja. 

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat: 

a. visi dan misi Kementerian; 

b. program, tujuan program, dan sasaran program; 
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c. indikator kinerja program dan target; 

d. hasil penjabaran kinerja (cascading) indikator 

kinerja program dan target hingga unit kerja Eselon 

IV pada unit kerja Eselon I; 

e. cara mencapai tujuan dan sasaran program; dan 

f. rencana anggaran program dan kegiatan. 

(3) Pihak yang wajib menyusun Rencana Strategis meliputi: 

a. Menteri; dan 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. 

(4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun 

Rencana Strategis sesuai dengan tingkatannya dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Menteri menyusun Rencana Strategis tingkat 

Kementerian dan ditandatangani oleh Menteri; 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyusun Rencana 

Strategis tingkat Unit Kerja Eselon I yang 

ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan 

setelah disetujui oleh Sekretaris Jenderal.  

(5) Penyusunan Rencana Strategis untuk tingkat 

Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh menteri 

yang menangani urusan dibidang perencanaan 

pembangunan nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

(6) Pedoman penyusunan Rencana Strategis tingkat Unit 

Kerja Eselon I tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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